BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWABARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2018

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

BUPATI BEKASI,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa vang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Bagi Desa-Desa di Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2018.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950j):

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):



10.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
9015 MNomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Tahun
Anggaran 2018 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6138};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomeor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5539), secbagaimana
telah diubsh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717k

Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358,
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Momor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 357,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);




12. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik
Indornesia Tahun 2017 Nomor 224);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 11 Tahun EDIH
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091]);

14. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 1 _13
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Hewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 159);

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160};

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
‘tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1883);

21, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1970);

22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PME.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap
Kaabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa;



23.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26
Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan
Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri
D)

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor ©
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8},

96. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2017 Nomor 8},

27. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016
tentang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masvarakat
dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2018

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bekasi.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.

4. Desa adalah kesatuan masvarakat hukum yvang memiliki
batas wilayah vang berwenang untuk mengatur dan
MEeEngUrus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyvarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional vang diakui dan
dithormati dalam sistem pemerintabhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.




5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja MNegara vang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu
Perangkat Desa  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; yang
selanjutnva disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemenntahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per
kabupaten /kota dibagi jumlah desa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal vang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

(2} Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

AA per Desa = AAgab/koa [/ {2 *DST) + (1 * DT




AA per Desa Alokasi Afirmasi per Desa

AAKab/kots = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam
Lampiran Perpres mengenai Rincian
APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal vang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki

jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggl dihitung
sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal
vang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung
sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengarn
Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
¢, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari kementerian yang berwenang
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang statistik,

' Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF
Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasic jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa
kabupaten /kota.

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa

terhadap total penduduk miskin Desa
kabupaten/kota.




Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
zZ4 = rasio [KG setiap Desa terhadap IKG Desa
kabupaten /kota.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.
Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dann REKUN ke RKUD} untuk
selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke
EKD,

(2) Penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap | pada bulan Maret sebesar 60% {(enam puluh
perseratus);

b. tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40%: (empat
puluh perseratus); dan

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima
Rekening Kas Umum Daerah setelah persyvaratan
penvaluran telah dipenuhi.

{4) Penvaluran Dana Desa Tahap | dilakukan setelah Kepala
Desa menvampaikan:
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan
laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua
bulan Februari.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap Il
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap [ dan
Kepala Desa,



(6] Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap | sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-
rata capaian output menunjukkan paling kurang
sebesar 50% (lima puluh persen).

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan avat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian output dari seluruh kegiatan,

(8] Penvusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf b dan
ayat (5] dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian outpuf, volume
output, cara pengadaan, dan capalan oufput.

{9} Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada avat {8} belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di  bidang
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa,

{2) Prioritas.  penggunaan Dana Desa  diutamakan
untukmembiayvai pelaksanaan program dan kegiatan
vang bersifat lintas bidang.

|3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa
atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa
Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesual
dengan kewenangan Desa.

{4) Pembangunan sarana olahraga Desa  sebagaimana
dimaksud pada avat (3) merupakan unit usaha yang
dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

i5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang
publik yang dapat diakses masyarakat Desa.




Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan
Desa vang ditujukan untuk meningkatkan kEﬂE:thtcrﬂ.El_n
masvarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia
serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas
penggunasn Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi
antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan sarana  prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi; dan
4 informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat, dan

2. pendidikan dan kebudavaan.

¢. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana  prasarana ekonomi  untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
| usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk

ketahanan pangan; _

2 usaha ekonomi pertanian berskala produktil meliputi
aspek  produksi, distribusi dan pemasaran
yvangdifokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3 usaha ekonomi non pertanian berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
yang difokuskan kepada pembentukan  dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan,

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk
pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. penanganan bencana alam; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.

e, Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yvang sesual
dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa,




Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegatan
pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat
perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
a Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal
memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
|. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
). pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana ekonomi  serta pengadaan
produksi,distribusi dan pemasaran yang diarahkan
pada upayamendukung pembentukan usaha ekonomi
pertanianberskala produktif, usaha ekonomi
pertanian  untukketahanan pangan dan usaha
ckonomi  lainnva  yang  difokuskan  kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan

pembangunan Desa pada:

|. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastrultur ekonomi serta pengadaan
saranaprasarana produksi, distribusi dan pemasaran
untuk mendukung penguatan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahananpangan dan usaha ekonomi lainnya vang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produkunggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan akses masvarakat Desa terhadap
pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

¢. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan

kegiatan pembangunan pada:

|. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta
pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan
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peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat
Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan

lingkungan.
Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayvaan Masyarakat
Pasal 12

|1) Dana Desa digunakan untuk membiayal program dan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masvarakat Desa dengan
Pendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri
schingga Desa dapat menghidupi dirinya secara
mandiri.

i2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
meliputi:

a, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi
pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan
dan bimbingan teknis, dengan materi tentang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa;
pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengelolaan dan pengembangan sistém informasi
Desa;

e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masvarakat Desa penyandang disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana
alam dan penanganannya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha
ekonomi produktif vang dikelola oleh BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama,

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh
kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga
ekonomi masyarakat Desa lainnya;

j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerna
sama Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
lainnya vang sesuai dengan analisa kebutuhan
Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

0



i3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (2] diswakelola oleh Desa atau
badan kerja sama antar-Desa.

(4] Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilaksanakan
herdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama
antar Desa.

Pasal 13
BAB V
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 14 _

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa

vang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu
pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten /kota.
Pasal 15

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas idang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa
vang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah
Desa.

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan AFB Desa.

(3) Penetapan  prioritas  penggunaan Dana  Desa
dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa.

{4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

{1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat
kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan
Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa
Membangun.

(2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] harus
diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah

BAB VI
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 17

(1) Kepala Desa  menyvampaikan laporan  realisasi
penyerapan dan capaian oufput Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada Bupati.




{2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penverapan dan capaian oufput
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b.laporan realisasi penyerapan dan capalan oufput
Dana Desa sampai dengan tahap IL

(3} Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada avat {2) huruf a disampaikan paling
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4] Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap [ sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b disampaikan paling lambat tanggal
7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4}, Kepala Desa dapat
menyampaikannya pemutakhiran capaian oufput kepada
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data
pada aplikasi Software.

(6) Bupati  dapat mendorong proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dengan
berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18
(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau Pasal 8 ayat (3);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau

c. terdapat Rekomendasi vang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional di daerah.

i2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada avat {1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap Il tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.



{3} Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap ll, penyaluran Dana Desa
tahap Il tidak dilakukan.

{4) Dalam hal sampai dengan minggu Kedua bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dan 30% [tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tdak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5} Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan ayat (4)
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada avat (4] tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggaran berikutnya.

(7] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana
Desa.

{8} Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa vang ditunda
dalam hal:
a.dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah
diterima;

b.sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnyva
kurang dari atau sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a
dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan berakhirmnya
tahun anggaran, Dana [Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKULD.

{3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa.




(4) Bupati membentahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penvalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
paling lambat akhir bulan November tahun angparan
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5] Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dalam rancangan
APBD tahun anggaran berikutnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{6] Dalam hal sisa Dana Desa di REKUD belum disalurkaq
dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari
tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut
diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran
Dana Desa tahap Il dari RKUN ke REKUD tahun anggaran
berjalan.

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyvaluran
gisa Dana Desa tahap Il vang belum disalurkan dari
RKUN ke REKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyvaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

{8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
tahap [l dari bupati, Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK Fisik dan Dana desa menyalurkan sisa
Dana Desa tahap |l yang belum disalurkan dari RKUN ke
RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

{9) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan
permintaan penyvaluran Dana Desa tahap Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap Il yvang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6}, menjadi
Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
{1y Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan,
dan evaluasi penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
(2] Camat sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) melakukan
tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan
prioritas penggunaan dana Desa melalui (fasilitasi
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan
program pemberdayaan masyvarakat Desa.



{3) Pemerintah Desa dan Badan Permusvawaratan Desa
melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi
penpgunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah
Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang
berlaku secara berkala.

{4} Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dilakukan penilaian oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan
kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan

sesual dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal: 19 Januari 2019
BUPATI BEKASI
TTD

Hj. NENENG HASANAH YASIN

ftanggal 19 JANUARY 2018
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